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PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2),
Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif dalam  Pelaksanaan  Penempatan dan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan
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Menetapkan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015
tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta
Pembentukan  Rancangan  Peraturan Menteri di
Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
870);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA
CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM
PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga
kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari

kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di

www.peraturan.go.id



2020, No. 390

instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara
Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan
pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
Republik Indonesia.

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan
hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin
tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan
penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang
selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah
perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja
Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia
yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam
rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara
tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja
Migran Indonesia dan pemberi kerja yang memuat syarat
kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan
keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin
tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha
berbadan hukum yang akan menjadi P3MI.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang
selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang Dbertugas sebagai pelaksana
kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja
Migran Indonesia secara terpadu.

Atase Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil pada
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang  ketenagakerjaan  yang

ditempatkan pada perwakilan diplomatik tertentu yang
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10.

11.

(1)

(2)

proses penugasannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk melaksanakan tugas di
bidang ketenagakerjaan.

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang
selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia
adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler
Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan
memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan
pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di
negara tujuan penempatan atau pada organisasi
internasional.

Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah
direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang
penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan
kerja.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Sanksi administratif terdiri dari:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran
Indonesia;

c. denda keterlambatan;

d. pencabutan SIP3MI; dan/atau

e. pencabutan izin tertulis penempatan untuk
kepentingan perusahaan sendiri.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berdasarkan rekomendasi pimpinan unit yang

membidangi pengawasan ketenagakerjaan, rekomendasi
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BP2MI, atau laporan Atase Ketenagakerjaan/pejabat yang

ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Kewenangan Penjatuhan Sanksi Administratif

Pasal 3
(1) Pejabat yang  berwenang  menjatuhkan sanksi
administratif adalah:
a. Menteri; atau
b. Dirjen.
(2) Wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a menjatuhkan sanksi administratif berupa
pencabutan SIP3MI.
(3) Wewenang Dirjen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b menjatuhkan sanksi administratif berupa:
peringatan tertulis;
penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran
Indonesia;

c. denda keterlambatan; dan

d. pencabutan izin tertulis penempatan untuk

kepentingan perusahaan sendiri.

Pasal 4
Dalam menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sampai dengan
huruf e, Dirjen melakukan pemanggilan paling banyak 2 (dua)
kali kepada P3MI atau perusahaan yang menempatkan
Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan

sendiri guna klarifikasi penjatuhan sanksi administratif.

Pasal 5
(1) Dalam menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, dan

huruf d, Dirjen dapat membentuk tim.
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